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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengkaji penetapan uang panai pada kalangan bangsawan masyarakat Bugis di Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur; 2) menganalisis penetapan uang panai pada kalangan non-bangsawan di lokasi yang sama; serta 3) mengeksplorasi penerapan prinsip musyawarah dalam proses penetapan tersebut.Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan deskriptif-analitis.Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi terhadap tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat Bugis dari kedua kalangan sosial.Data sekunder diperoleh dari literatur akademik terkait.Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola dan makna di balik praktik yang ada.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1).Pada kalangan bangsawan, uang panai ditetapkan berdasarkan status keturunan, gelar kebangsawanan, dan tingkat pendidikan, dengan nilai yang dapat mencapai ratusan juta rupiah sebagai simbol kehormatan dan tanggung jawab sosial.2).Pada kalangan non-bangsawan, penetapan uang panai bersifat lebih fleksibel, menyesuaikan kondisi ekonomi, dan menekankan penghargaan terhadap pendidikan serta kesungguhan calon suami.3).Prinsip musyawarah ditemukan berperan penting dalam kedua kalangan sebagai mekanisme untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa paksaan, meskipun dipengaruhi secara berbeda oleh faktor status sosial.Temuan ini berkontribusi pada diskursus harmonisasi antara hukum adat, nilai Islam, dan realitas sosial dalam masyarakat majemuk.
Kata kunci: Uang Panai, Masyarakat Bugis, Bangsawan, Non-Bangsawan.

Abstract
This research aims to: 1) investigate the determination of uang panai among the Bugis nobility in Saigon Sub-District, East Pontianak; 2) analyze the determination of uang panai among the non-noble class in the same location; and 3) explore the application of the deliberation principle in the determination process.The study employs a qualitative approach with a descriptive-analytical field research design.Primary data were collected through in-depth interviews and documentation with customary leaders, religious figures, and members of the Bugis community from both social strata.Secondary data were sourced from relevant academic literature.Data were analyzed thematically to identify patterns and meanings behind the existing practices.The results indicate that among 1).the nobility, uang panai is determined based on lineage, noble titles, and educational level, with values that can reach hundreds of millions of rupiah as a symbol of honor and social responsibility.2).among the non-noble class, the determination of uang panai is more flexible, adapting to economic conditions and emphasizing the appreciation of the groom's education and seriousness.3).The principle of deliberation is found to play a crucial role in both strata as a mechanism for reaching a mutual agreement without coercion, albeit influenced differently by social status factors.These findings contribute to the discourse on harmonizing customary law, Islamic values, and social reality within a pluralistic society.
Keywords: Uang Panai, Bugis Community, Nobles, Non-Nobles

A. Pendahuluan 
Tradisi uang panai dalam masyarakat Bugis bukan lagi sekadar ritual adat, melainkan telah berubah menjadi fenomena sosial yang sarat konflik dan ketimpangan.[footnoteRef:1] Nilainya yang sering kali mencapai ratusan juta rupiah telah menciptakan beban ekonomi luar biasa, bahkan memicu praktik eksploitasi dan mengancam kelangsungan perkawinan itu sendiri.[footnoteRef:2] Alasan mendasarnya terletak pada pergeseran makna uang panai dari simbol penghormatan menjadi komoditas status yang diperjualbelikan.[footnoteRef:3] Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tradisi ini kerap menjadi penyebab utama penundaan pernikahan atau bahkan pembatalannya, terutama bagi pasangan dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.[footnoteRef:4] Lebih memprihatinkan lagi, tekanan sosial yang tinggi seringkali memaksa keluarga meminjam dana besar, sehingga justru menjerat mereka dalam lingkaran utang pascapernikahan.[footnoteRef:5] Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa uang panai telah mengalami disfungsi, di mana tujuan luhur adat justru berbalik menjadi penghalang bagi tujuan hakiki perkawinan dalam Islam, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.[footnoteRef:6] [1:  Abu Bakar, "Bab II Fiqh Revitalization In Local Customs During The Covid-19 Pandemic," dalam Isu-Isu Semasa (2024), 23.]  [2:  Moh. Ikbal, "'Uang Panaik' dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makasar," Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law 6, no. 1 (2016): 195.]  [3:  Asriani Alimuddin, "Makna simbolik Uang Panai' Pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar di Kota Makassar," Al-Qisthi: Jurnal Sosial dan Politik 10, no. 2 (2020): 120.]  [4:  Fitriyani, "Multicomplex Uang Panai' terhadap Perempuan dalam Perkawinan Keluarga Muslim Suku Bugis," Tasyri': Journal of Islamic Law 1, no. 2 (2022): 200.]  [5:  Ibid., 205.]  [6:  N. Zahrum dan Anita Marwing, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panai' Dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis-Makassar," Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam 4, no. 2 (2023): 270.] 

Secara teoretis, dalam perspektif sosiologi hukum, praktik adat seperti uang panai beroperasi dalam ruang dialektika antara kelestarian tradisi (cultural preservation) dan tuntutan perubahan sosial (social change).[footnoteRef:7] Hukum adat bersifat hidup dan dinamis, namun ketika ia bertabrakan dengan prinsip-prinsip universal agama dan menimbulkan mudarat (kerusakan), maka diperlukan reinterpretasi atau moderasi.[footnoteRef:8] Dalam konteks Islam, konsep ‘urf (adat kebiasaan) diakui sebagai sumber hukum selama tidak bertentangan dengan nash yang qath’i.[footnoteRef:9] Prinsip al-‘ādah muhakkamah (adat dapat dijadikan hukum) menjadi dasar legitimasi, tetapi dengan catatan ketat: adat tersebut harus baik (urf shahih), berlaku umum, dan tidak menimbulkan kemudaratan.[footnoteRef:10]  [7: Rinaldi, Agus Bambang Nugara, dan Lukman Ismail, "Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone: Antara Adat Dan Agama," Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha 5, no. 1 (2023): 5.]  [8:  Himas Diningrat dkk., "Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Panai dalam Perkawinan Adat Bugis," Jurnal Syntax Admiration 5, no. 5 (2024): 1895.]  [9:  Nysa Riskiah Lakara, Mahar dan Uang Panai' menurut tafsir Al-Misbah (Studi Kritis terhadap Adat Pernikahan Masyarakat Suku Bugis) (Jakarta: Institut Ilmu Al-Quran (IIQ), 2019), 45.]  [10:  Ibid., 50.] 

Sementara itu, konsep musyawarah (al-shūrā) dalam Islam menempati posisi sentral bukan hanya sebagai mekanisme pengambilan keputusan, tetapi sebagai instrumen untuk mencapai keadilan (‘adl) dan kemaslahatan (maslahah) bersama.[footnoteRef:11] Namun, terjadi kesenjangan yang lebar antara das sollen (apa yang seharusnya) dan das sein (kenyataan yang ada). Teori mengakomodasi fleksibilitas adat dan menekankan musyawarah yang egaliter, tetapi praktik di masyarakat Bugis, khususnya di daerah urban seperti Pontianak, justru menunjukkan bahwa penetapan uang panai masih sangat dikungkung oleh struktur sosial yang hierarkis.[footnoteRef:12] Status kebangsawanan dengan gelar-gelarnya  seperti Andi, Puang, atau Opu masih menjadi faktor determinan utama yang seringkali mengesampingkan prinsip musyawarah yang adil.[footnoteRef:13] Kontroversinya terletak pada apakah musyawarah yang terjadi masih murni sebagai dialog setara, atau telah direduksi menjadi formalitas untuk mengukuhkan keputusan yang pada dasarnya telah ditentukan oleh hierarki sosial.[footnoteRef:14] Problematika ini menjadi sangat urgen untuk diteliti karena menyentuh inti dari keberlangsungan tradisi dalam masyarakat modern yang multikultural, serta relevansinya dengan upaya harmonisasi hukum nasional, syariah, dan hukum adat. [11:  Muhammad Istiqamah et al., "Hukum Uang Panai' (Studi Komparasi Antara Fikih Munakahat Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022)," Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam 4, no. 3 (2023): 495.]  [12:  Hajra Yansa et al., Uang Panai' dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri' pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan, (Makassar: Muhammadiyah University Press, 2016), 78.]  [13:  Rinaldi, et. all., "Uang Panai Sebagai Harga Diri," 7.]  [14:  Ibrahim Kadir dkk., "Uang Panai Dalam Budaya Bugis-Makassar: Studi Kasus Sosiologi Di Kabupaten Pangkep," Jurnal Ilmiah Ecosystem 21, no. 2 (2021): 430.] 

Kajian pustaka terdahulu telah banyak mengulas uang panai dari berbagai sudut pandang. Penelitian Alimuddin, misalnya, berfokus pada makna simbolik uang panai dalam masyarakat Bugis-Makassar, namun kurang menyentuh mekanisme penetapannya.[footnoteRef:15] Yansa, Basuki, dan Perkasa meneliti korelasi kuat antara status sosial perempuan (bangsawan/non-bangsawan) dengan nilai uang panai, yang memperkuat temuan mengenai stratifikasi sosial.[footnoteRef:16] Ramadhani mengkaji opini masyarakat, sementara Zahrum dan Marwing serta Ikbal melakukan tinjauan normatif dari perspektif hukum Islam.[footnoteRef:17] Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya berlokasi di Sulawesi Selatan sebagai jantung budaya Bugis.  [15:  Alimuddin, "Makna simbolik uang panai'," 117-132.]  [16:  Yansa et al., Uang Panai' dan Status Sosial, 55-80.]  [17:  Annisa Ramadhani, Opini Masyarakat Terhadap Uang Panai Sebagai Mahar Budaya Makassar, Skripsi, (Jakarta: Universitas Mercu Buana, 2021); Zahrum dan Marwing, "Tinjauan Hukum Islam," 266-282; Ikbal, "'Uang Panaik'," 191-215.] 

Kekosongan (research gap) yang signifikan adalah belum adanya kajian mendalam yang menyoroti praktik uang panai pada komunitas Bugis perantauan di daerah urban seperti Pontianak, di mana interaksi dengan budaya lain dan dinamika perkotaan mungkin telah memodifikasi praktik adat.[footnoteRef:18] Lebih lanjut, aspek proses musyawarah sebagai medan negosiasi antara keluarga mempelai pria dan wanita, khususnya dalam menyikapi tekanan status sosial, masih belum dieksplorasi secara komprehensif.[footnoteRef:19] Oleh karena itu, novelty penelitian ini terletak pada eksplorasi empiris terhadap dialektika antara ketatnya struktur sosial bangsawan dengan prinsip musyawarah yang egaliter dalam konteks masyarakat Bugis urban, serta implikasinya terhadap keberlanjutan perkawinan. [18:  Nurul Fajriyah, Wagiyem Wagiyem, dan Nur Rahmiani, "Pemilihan Hari Pernikahan Pada Tradisi Mappettu Ada Adat Bugis Desa Punggur Perspektif 'Urf," Al-Usroh 4, no. 1 (2024): 120.]  [19:  Kadir et al, "Uang Panai Dalam Budaya," 428-434.] 

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan penelitian di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam penetapan uang panai pada masyarakat Bugis di Kelurahan Saigon, Pontianak Timur. Secara spesifik, penelitian ini dirancang untuk: 1) Menganalisis faktor-faktor yang mendasari penetapan uang panai pada kalangan bangsawan Bugis; 2) Mengkaji pola dan pertimbangan dalam penetapan uang panai pada kalangan non-bangsawan Bugis; serta 3) Mengevaluasi peran dan efektivitas prinsip musyawarah dalam proses penetapan uang panai di kedua kalangan sosial tersebut. Temuan penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya diskursus interaksi hukum adat, agama, dan perubahan sosial, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi tokoh adat, agama, dan masyarakat dalam memoderasi tradisi agar lebih berkeadilan dan sesuai dengan semangat zaman.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif-analitis.[footnoteRef:20] Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk memahami fenomena sosial secara mendalam, holistik, dan kontekstual, khususnya untuk mengungkap makna, pengalaman, dan proses sosial di balik tradisi uang panai.[footnoteRef:21] Lokus penelitian adalah Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, yang merupakan salah satu permukiman masyarakat Bugis di Kota Pontianak. Penelitian dilakukan selama tiga bulan, dari Juni hingga Agustus 2025. Sumber data primer diperoleh melalui dua teknik utama. Pertama, wawancara mendalam (in-depth interview) dengan 15 informan yang dipilih secara purposif, meliputi: 5 tokoh adat Bugis, 3 tokoh agama (ustadz/da’i), 4 warga dari kalangan bangsawan (2 laki-laki, 2 perempuan), dan 3 warga dari kalangan non-bangsawan (2 laki-laki, 1 perempuan).[footnoteRef:22] Kedua, observasi dan dokumentasi terhadap proses musyawarah adat (jika memungkinkan) serta dokumen-dokumen terkait seperti catatan silsilah keluarga (namun akses terbatas). Sumber data sekunder diperoleh dari literatur akademik yang relevan, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen pendukung lain yang membahas uang panai, hukum adat Bugis, dan hukum keluarga Islam.[footnoteRef:23]  [20:  John W. Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, 4th ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014), 185.]  [21:  Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook, 3rd ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014), 10.]  [22:  Ida Ayu Diastini, Uang Panai' Dan Status Sosial Perempuan Pada Masyarakat Makassar Persfektif Psikologi Lintas Budaya, Skripsi (Kediri: IAIN Kediri, 2021), 30.]  [23:  Creswell, Research Design, 217.] 

Analisis data dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan selama proses pengumpulan data. Data yang telah terkumpul diolah melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.[footnoteRef:24] Analisis tematik (thematic analysis) digunakan untuk mengidentifikasi pola, kategori, dan tema yang muncul dari data wawancara dan observasi, yang kemudian dihubungkan dengan kerangka teoretis dan pertanyaan penelitian.[footnoteRef:25] Untuk menjaga keabsahan data, dilakukan triangulasi sumber (membandingkan informasi dari informan yang berbeda) dan triangulasi metode (membandingkan hasil wawancara dengan data dokumentasi).[footnoteRef:26] Seluruh proses penelitian dilaksanakan dengan memperhatikan etika penelitian, termasuk prinsip kerahasiaan (confidentiality), kesukarelaan (voluntary participation), dan informed consent. [24:  Miles et al., Qualitative Data Analysis, 12-15.]  [25:  Virginia Braun dan Victoria Clarke, "Using thematic analysis in psychology," Qualitative Research in Psychology 3, no. 2 (2006): 77-101.]  [26:  Creswell, Research Design, 201.] 


B. Temuan Dan Diskusi 
Penetapan Uang Panai Pada Kalangan Bangsawan Masyarakat Bugis Di Kelurahan Saigon 
Data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat dan warga bangsawan Bugis di Kelurahan Saigon menunjukkan bahwa penetapan uang panai didasarkan pada beberapa faktor yang sangat hierarkis dan simbolis.[footnoteRef:27] Faktor utama dan paling determinatif adalah status keturunan dan gelar kebangsawanan (Andi, Puang, Opu), di mana keberadaan gelar tersebut secara otomatis menaikkan nilai uang panai ke kisaran ratusan juta rupiah.[footnoteRef:28] Temuan lapangan mengkonfirmasi bahwa garis keturunan tidak hanya menjadi identitas, tetapi juga harga diri (siri’) yang harus dijaga melalui kompensasi materiil yang sesuai.[footnoteRef:29] Selain itu, tingkat pendidikan formal mempelai perempuan (S1, S2, S3, dan gelar profesor) berbanding lurus dengan peningkatan nilai uang panai, seperti terlihat dalam Tabel 1.[footnoteRef:30] [27:  Rinaldi et al. "Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone: Antara Adat Dan Agama," Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha 5, no. 1 (2023): 4. ]  [28:  Hajra Yansa et. al, Uang Panai' dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri' pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan (Makassar: Muhammadiyah University Press, 2016), 65. ]  [29:  Ibid., 70. ]  [30:  Data wawancara dengan informan kunci (Tokoh Adat A), Juni 2025. ] 

Tabel 1
Faktor Penentu dan Rentang Nilai Uang Panai pada Kalangan Bangsawan Bugis di Kelurahan Saigon
	No.
	Faktor Penentu
	Parameter / Indikator
	Rentang Nilai Uang Panai (Juta Rupiah)

	1
	Gelar Kebangsawanan
	Andi, Puang, Opu, Datu
	100 - 500

	2
	Pendidikan Perempuan
	Sarjana (S1)
	100 - 150

	
	
	Magister (S2)
	150 - 200

	
	
	Doktor (S3)
	200 - 250

	
	
	Profesor
	> 250

	3
	Pekerjaan & Ekonomi
	Posisi strategis (PNS tingkat tinggi, pengusaha)
	Menyesuaikan (pm 50% dari nilai dasar)

	4
	Pertimbangan Tambahan
	Kecantikan, kepribadian, dan kondisi ekonomi keluarga
	Variatif (hasil musyawarah keluarga)


Sumber: Data primer hasil wawancara, 2025.
Proses penetapan nominal ini, meskipun sangat dipatok oleh adat, tetap melibatkan musyawarah antara keluarga besar kedua belah pihak.[footnoteRef:31] Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa musyawarah dalam konteks bangsawan lebih bersifat formal dan sering kali melibatkan tokoh adat sebagai penengah dan penjaga norma.[footnoteRef:32] Namun, ruang negosiasi sangat terbatas karena ada “harga mati” (floor price) yang terkait dengan martabat keluarga, sehingga kemampuan ekonomi calon mempelai pria seringkali menjadi pertimbangan sekunder.[footnoteRef:33] Seorang informan kunci, Muhammad Abbas (tokoh adat), menyatakan bahwa meskipun musyawarah diadakan, tujuannya lebih pada legitimasi sosial dan pencapaian kesepakatan yang “layak” menurut ukuran adat, bukan semata-mata kesepakatan finansial murni.[footnoteRef:34] [31:  Ibrahim Kadir et al., "Uang Panai Dalam Budaya Bugis-Makassar: Studi Kasus Sosiologi Di Kabupaten Pangkep," Jurnal Ilmiah Ecosystem 21, no. 2 (2021): 430. ]  [32:  Data wawancara dengan informan kunci (Tokoh Adat B), Juli 2025. ]  [33:  Rinaldi at al., "Uang Panai Sebagai Harga Diri," 8. ]  [34:  Data wawancara dengan Muhammad Abbas (Tokoh Adat), 10 Mei 2025. ] 

Temuan bahwa status keturunan dan gelar menjadi fondasi utama penetapan uang panai yang tinggi pada kalangan bangsawan Bugis di Pontianak bukanlah fenomena baru secara absolut, namun kontekstualisasinya dalam setting urban memberikan nuansa berbeda. Penelitian ini menemukan bahwa nilai-nilai tersebut tetap lestari dengan kuat meskipun komunitas ini telah merantau jauh dari Sulawesi Selatan.[footnoteRef:35] Fenomena ini dapat dijelaskan secara mikro melalui teori reproduksi sosial Pierre Bourdieu, di mana uang panai berfungsi sebagai cultural capital yang dikonversi menjadi economic capital untuk mereproduksi dan mempertahankan posisi dominan kelas bangsawan dalam medan sosial (field) masyarakat Bugis.[footnoteRef:36] Gelar dan silsilah bukan sekadar simbol, melainkan modal simbolik (symbolic capital) yang memiliki nilai tukar ekonomi yang sangat tinggi dalam transaksi pernikahan.[footnoteRef:37] [35:  Nurul Fajriyah, Wagiyem Wagiyem, dan Nur Rahmiani, "Pemilihan Hari Pernikahan Pada Tradisi Mappettu Ada Adat Bugis Desa Punggur Perspektif 'Urf," Al-Usroh 4, no. 1 (2024): 125. ]  [36:  Pierre Bourdieu, "The Forms of Capital," in Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education , ed. J. Richardson (New York: Greenwood, 1986), 241-258. ]  [37:  Yansa et. al Uang Panai' dan Status Sosial , 75. ] 

Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya oleh Yansa, Basuki, dan Perkasa yang menegaskan dominasi status sosial dalam penentuan uang panai, serta dengan Ramadhani yang menemukan bahwa tradisi ini dijunjung tinggi terlepas dari nominalnya. Namun, penelitian terdahulu umumnya berfokus di daerah inti budaya Bugis (Sulawesi). Kebaruan (novelty) dari temuan ini justru terletak pada persistensi dan bahkan penguatan fungsi simbolik uang panai sebagai penanda identitas dan pemertahanan strata sosial dalam konteks komunitas perantauan di kota multietnis seperti Pontianak. Di sini, uang panai yang tinggi bagi bangsawan berfungsi ganda: sebagai penanda batas kelompok (boundary marker) dari kelompok Bugis non-bangsawan dan kelompok etnis lain, serta sebagai mekanisme afirmasi identitas kolektif di tanah rantau.[footnoteRef:38] [38:  Fredrik Barth, Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference (Long Grove: Waveland Press, 1998), 15. ] 

Secara makro, implikasi dari pola ini signifikan terhadap struktur sosial dan akses perkawinan. Praktik ini dapat memperdalam ketimpangan sosial internal masyarakat Bugis sendiri dan menciptakan hambatan perkawinan lintas strata, bahkan berpotensi mendorong praktik nikah sirri atau kawin lari (silariang) seperti yang diidentifikasi Fitriyani, sebagai bentuk resistensi terhadap beban ekonomi yang tak terjangkau.[footnoteRef:39] Lebih luas lagi, hal ini mempertanyakan kompatibilitas tradisi yang sangat elitis dengan prinsip keadilan (‘adl) dan kemudahan (yusr) dalam Islam, serta dengan semangat egaliter dalam masyarakat modern Indonesia.[footnoteRef:40] Temuan ini menyoroti adanya ketegangan antara hukum adat yang partikularistik dan nilai-nilai universal agama serta negara, yang memerlukan moderasi melalui reinterpretasi otoritas adat dan keagamaan.[footnoteRef:41] [39:  Fitriyani Fitriyani, "Multicomplex Uang Panai' terhadap Perempuan dalam Perkawinan Keluarga Muslim Suku Bugis," Tasyri': Journal of Islamic Law 1, no. 2 (2022): 205. ]  [40:  N. Zahrum dan Anita Marwing, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panai' Dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis-Makassar," Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam 4, no. 2 (2023): 275. ]  [41:  Muhammad Istiqamah et. Al., "Hukum Uang Panai' (Studi Komparasi Antara Fikih Munakahat Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022)," Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam 4, no. 3 (2023): 500. ] 


Penetapan Uang Panai Pada Kalangan Non-Bangsawan Masyarakat Bugis Di Kelurahan Saigon 
Berbeda dengan kalangan bangsawan, penetapan uang panai pada masyarakat Bugis non-bangsawan di lokasi penelitian menunjukkan pola yang lebih pragmatis dan fleksibel.[footnoteRef:42] Faktor penentu utama bergeser dari garis keturunan kepada kapasitas ekonomi riil calon mempelai pria, tingkat pendidikan dan pekerjaan mempelai perempuan, serta kesiapan membina rumah tangga.[footnoteRef:43] Berdasarkan wawancara, rentang nilai uang panai berkisar antara Rp5 juta hingga Rp40 juta, jauh lebih rendah dan variatif dibandingkan kalangan bangsawan.[footnoteRef:44] [42:  Data wawancara dengan warga non-bangsawan (Informan C & D), Agustus 2025. ]  [43:  Ida Ayu Diastini, Uang Panai' Dan Status Sosial Perempuan Pada Masyarakat Makassar Persfektif Psikologi Lintas Budaya, Skripsi (Kediri: IAIN Kediri, 2021), 45. ]  [44:  Data wawancara dengan informan non-bangsawan, dirangkum dalam analisis tematik. ] 

Tabel 2
Perbandingan Karakteristik Penetapan Uang Panai: 
Bangsawan vs. Non-Bangsawan
	No.
	Aspek Perbandingan
	Bugis Bangsawan
	Bugis Non-Bangsawan

	1
	Status Sosial
	Berbasis gelar, silsilah keturunan, dan tata krama formal.
	Tidak memiliki gelar adat, hubungan lebih egaliter.

	2
	Rentang Nilai
	50.000.000 - 500.000.000
	5.000.000 - 40.000.000

	3
	Faktor Penentu
	Dominan pada keturunan, gelar, pendidikan, dan martabat.
	Dominan pada pendidikan, pekerjaan, dan kondisi ekonomi riil.

	4
	Makna Simbolik
	Tanda kehormatan dan pelestarian martabat adat.
	Tanda kesungguhan dan penghormatan sederhana.

	5
	Fleksibilitas
	Terbatas (menjaga gengsi keluarga dan standar adat).
	Luas (lebih fleksibel menyesuaikan kondisi ekonomi).

	6
	Ritual Adat
	Kuat; melibatkan silsilah, ritual, dan pesta adat lengkap.
	Sederhana; lebih fungsional dan berfokus pada efisiensi biaya.


 Sumber: Analisis data primer, 2025.
Proses musyawarah pada kalangan ini digambarkan oleh informan sebagai lebih substantif dan terbuka.[footnoteRef:45] Keluarga pihak perempuan, seperti diungkapkan Asna Palondangan (warga non-bangsawan), lebih memperhatikan niat baik dan kemampuan finansial calon suami.[footnoteRef:46] Musyawarah menjadi forum untuk menyampaikan harapan dan kekhawatiran secara langsung, dan negosiasi ulang sangat mungkin terjadi jika pihak laki-laki mengalami kesulitan, sebagaimana juga ditemukan dalam studi Syam dan Ramadhan.[footnoteRef:47] Faktor pendidikan tetap dihargai, tetapi tidak serta-merta menaikkan nilai uang panai ke level fantastis, melainkan sebagai pertimbangan keseriusan dan kualitas calon.[footnoteRef:48] [45:  Kadir et al. "Uang Panai Dalam Budaya," 432. ]  [46:  Data wawancara dengan Asna Palondangan, Juli 2025. ]  [47:  Ahmad Ramzi Ghulam Syam dan Muhammad Awal Ramadhan, "Uang Panai: a phenomenology in determining the price of marriage," Economos: Jurnal Ekonomi dan Bisnis 6, no. 2 (2023): 168. ]  [48:  Himas Diningrat dkk., "Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Panai dalam Perkawinan Adat Bugis," Jurnal Syntax Admiration 5, no. 5 (2024): 1896. ] 

Pola penetapan uang panai yang fleksibel dan berorientasi ekonomi pada kalangan non-bangsawan merefleksikan adaptasi pragmatis terhadap realitas material. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam ketiadaan modal simbolik berupa gelar dan silsilah, pertukaran sosial dalam pernikahan lebih didasarkan pada pertimbangan rasional dan kapasitas fungsional membangun rumah tangga.[footnoteRef:49] Hal ini sejalan dengan teori pertukaran sosial (Social Exchange Theory) dari Homans dan Blau, di mana individu terlibat dalam interaksi untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan biaya.[footnoteRef:50] Dalam konteks ini, uang panai bukanlah harga diri statis, tetapi lebih sebagai investasi simbolis yang diharapkan dapat berkontribusi pada kesejahteraan awal rumah tangga baru, sehingga nilai yang realistis lebih diprioritaskan. [49:  George C. Homans, Social Behavior: Its Elementary Forms , rev. ed. (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1974), 16. ]  [50:  Peter M. Blau, Exchange and Power in Social Life (New York: John Wiley & Sons, 1964), 88. ] 

Temuan tentang fleksibilitas dan peran sentral musyawarah pada kalangan non-bangsawan ini memberikan kontras yang jelas dengan temuan pada kalangan bangsawan dan juga dengan beberapa penelitian terdahulu yang cenderung menyoroti beban uang panai secara umum.[footnoteRef:51] Misalnya, penelitian Fitriyani lebih banyak menyoroti dampak negatif uang panai yang tinggi, sementara temuan di Kelurahan Saigon justru mengungkap mekanisme adaptif yang mengurangi potensi dampak negatif tersebut pada kalangan non-bangsawan.[footnoteRef:52] Kebaruan dari temuan ini adalah identifikasi terhadap dua logika yang berbeda dalam satu komunitas etnis: logika prestise dan reproduksi status pada bangsawan, versus logika praktis dan survival ekonomi pada non-bangsawan.[footnoteRef:53] [51:  Ikbal, "'Uang Panaik'," dan Fitriyani, "Multicomplex Uang Panai'". ]  [52:  Fitriyani, "Multicomplex Uang Panai'," 202. ]  [53:  Hasil analisis komparatif data dari kedua kalangan. ] 

Dari temuan ini adalah bahwa prinsip musyawarah dalam Islam (al-shūrā) menemukan ruang aplikasi yang lebih ideal dalam konteks kalangan non-bangsawan.[footnoteRef:54] Di sini, musyawarah berfungsi tidak hanya sebagai prosedur adat, tetapi benar-benar sebagai instrumen untuk mencapai maslahah (kebaikan bersama) dan mencegah mudarat (bahaya), yang sejalan dengan kaidah fikih la dharar wa la dhirar.[footnoteRef:55] Implikasinya, tradisi uang panai tidak selalu menjadi penghalang perkawinan jika dikelola dengan prinsip musyawarah yang substantif dan berkeadilan. Temuan ini menawarkan insight penting bagi upaya moderasi tradisi: bahwa solusi atas masalah uang panai tidak terletak pada penghapusan, tetapi pada penguatan dan pemurnian fungsi musyawarah sebagai jantung dari penetapannya, dengan menekankan aspek kemudahan dan kesepakatan, sebagaimana anjuran dalam hadits. Model musyawarah yang lebih egaliter pada kalangan non-bangsawan dapat menjadi referensi untuk mereformasi praktik yang lebih kaku pada kalangan bangsawan, tanpa harus meninggalkan nilai inti penghormatan dalam adat. [54:  Istiqamah et al., "Hukum Uang Panai'," 495. ]  [55:  Nysa Riskiah Lakara, Mahar dan Uang Panai' menurut tafsir Al-Misbah (Studi Kritis terhadap Adat Pernikahan Masyarakat Suku Bugis) (Jakarta: Institut Ilmu Al-Quran (IIQ), 2019), 55. ] 


C. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis terhadap data lapangan di Kelurahan Saigon, Pontianak Timur, penelitian ini menyimpulkan beberapa hal:
1. Penetapan Uang Panai pada Kalangan Bangsawan bersifat hierarkis dan simbolis, dengan status keturunan dan gelar kebangsawanan sebagai faktor determinan utama yang menetapkan nilai sangat tinggi (ratusan juta rupiah). Proses musyawarah yang ada cenderung formal dan berfungsi lebih untuk mengukuhkan norma adat yang telah baku, dengan ruang negosiasi yang terbatas oleh harga diri (siri’) keluarga.
2. Penetapan Uang Panai pada Kalangan Non-Bangsawan bersifat fleksibel dan pragmatis, lebih didasarkan pada kapasitas ekonomi riil, pendidikan, dan kesiapan berumah tangga, dengan nilai yang jauh lebih rendah dan terjangkau.Musyawarah di kalangan ini berjalan lebih substantif, egaliter, dan menjadi instrumen efektif untuk mencapai kesepakatan bersama yang adil tanpa paksaan.
3. Penerapan Prinsip Musyawarah menunjukkan dualisme.Pada bangsawan, musyawarah lebih sebagai ritus legitimasi status, sedangkan pada non-bangsawan, ia benar-benar berfungsi sebagai mekanisme pencarian solusi dan pencegahan mudarat .Prinsip al-shūrā dalam Islam menemukan implementasi yang lebih ideal dalam konteks non-bangsawan.
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